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Prakata

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 
karunianya, sehingga buku yang sederhana ini dapat diselesaikan serta 
dihadirkan kepada para pembaca. Tak lupa shalawat beserta salam semoga 
tercurah dan terlimpahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW, 
kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya sampai kepada kita semua sebagai 
umatnya. Buku yang berjudul “Dinamika Hukum Keluarga di Indonesia 
Dialektika Norma Agama, Regulasi Negara serta Realitas Sosial” disusun 
sebagai ikhtiar akademik dalam memahami serta merefleksikan perkem-
bangan hukum keluarga di Indonesia yang terus mengalami perubahan 
sosial, politik, hukum serta agama. Dinamika hukum keluarga di Indonesia 
tidaklah berdiri dalam ruang hampa. Ia tumbuh serta berkembang yang 
dibentuk oleh nilai-nilai agama yang memiliki legitimasi kuat ditengah 
masyarakat, yang diatur oleh negara melalui berbagai regulasi hukum, 
namun pada saat yang sama sering berhadapan dengan realitas sosial yang 
terus berubah “al-nuṣūṣ al-syar‘iyyah qad mutanāhiyah, wa al-waqā’i‘ ghayru 
mutanāhiyah”. Dalam konteks inilah hukum keluarga seringkali menjadi 
ruang tarik menarik antara norma ideal dan praktik sosial. Pandangan ini 
sejalan dengan dinamika hukum keluarga sebagai produk dialektika antara 
struktur norma dan kondisi sosial masyarakat.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa berbagai regulasi hukum 
keluarga baik yang bersumber dari hukum Islam maupun peraturan 
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perundang-undangan negara seringkali menghadapi tantangan dalam 
implementasinya, berbagai isu perkawinan, perceraian, relasi suami istri, 
hak asuh anak, perlindungan perempuan dan anak hingga isu keadilan serta 
kesetaraan gender dalam keluarga yang sering memperlihatkan adanya jarak 
antara norma yang ideal dan praktik sosial. Berbagai persoalan tersebut 
maka tidak hanya dipahami secara tekstualistik, melainkan membutuhkan 
pemahaman yang lebih kritis, kontekstual dan multidisipliner. Sebagian 
materi dalam buku ini dikembangkan dari penelitian-penelitian serta 
tulisan akademik penulis yang sebelumnya dipublikasikan secara terpisah. 
Yang kemudian dari keseluruhannya direkonstruksi, diperdalam serta 
disusun kembali secara sistematis agar membentuk satu kesatuan analisis 
yang utuh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam buku ini masih 
memiliki keterbatasan serta kekurangan. Oleh karena itu, kritik saran yang 
konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan 
karya ini dimasa yang akan datang.

Melalui ruang kata pengantar yang terbatas ini, penulis menyampaikan 
terima kasih kepada Allah SWT atas segala kemudahan serta pertolong-
annya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang tak terhingga 
penulis sampaikan kepada kedua orang tua ayahanda almarhum H. Dede 
Abdurachman, S.E., M.H., B.K.P. dan Ibu Hj. Dede M. Suramangala, S.E., 
M.H. Atas doa, kesabaran, pengorbanan, serta dukungan moral yang tidak 
pernah terputus, yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menye-
lesaikan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini memberi-
kan manfaat bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta seluruh pihak 
yang memiliki perhatian terhadap kajian hukum keluarga di Indonesia. 
Semoga buku ini dapat memperkaya Khazanah keilmuan serta mendorong 
lahirnya pemikiran-pemikiran yang berorientasi kepada keadilan, kema-
nusiaan serta kemaslahatan.

Bandung 20, Januari 2026

Alex Kusmardani, Lc., M.H.,MCE.
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Bagian I
Dinamika Perkembangan Pemikiran 
Reformasi Dan Transformasi Hukum 

Keluarga Islam Ke Dalam Legislasi Negara

Pada abad ke-20, salah satu fenomena yang muncul dalam dunia Islam 
ialah reformasi hukum keluarga. (Zaelani, 2013). Hukum keluarga Islam 

sebagai salah satu bidang yang paling dikenal dalam masyarakat muslim di 
seluruh dunia saat ini. Keberadaannya tidak hanya karena masih diprak-
tikkan dalam kehidupan sosial-budaya tradisional, tetapi juga diwujudkan 
dalam bentuk hukum melalui peraturan perundang-undangan yang kemu-
dian dikodifikasi menjadi peraturan resmi negara. Hampir semua negara-
negara Islam di kawasan Afrika–Asia memiliki hukum keluarga, termasuk 
Indonesia dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung 
No. 2 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga 
islam memiliki peran yang sangat penting dalam penerapannya di seluruh 
negara Islam saat ini. Negara-negara Muslim umumnya menganggap Turki 
sebagai negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga pada 
tahun 1917, diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1961, dan 
Indonesia pada tahun 1974 (Nurroniyah, 2016).

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dianggap lebih lambat 
dibandingkan negara Muslim lainnya, karena baru diimplementasikan pada 
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tahun 1974 dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang mengatur hukum keluarga. Namun, proses Reformasi 
Hukum Keluarga di negara-negara muslim tidaklah mudah, karena dalam 
beberapa negara Islam masih terdapat perdebatan dikotomis antara agama 
dan negara. Menurut Heldon, hubungan antara agama dan negara sering 
kali membentuk regulasi yang tidak setara dalam hukum keluarga. Selain 
itu, reformasi hukum keluarga yang berlangsung, khususnya di Indonesia, 
menghadapi resistensi yang cukup besar dari berbagai kelompok sosial 
selama bertahun-tahun (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia 
2020).

Dalam reformasi hukum keluarga Islam, negara-negara Muslim dapat 
dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, negara yang belum mengu-
bah hukum keluarga Islam menjadi peraturan perundang-undangan, seperti 
Kerajaan Arab Saudi, yang masih merujuk pada fikih klasik. Kedua, negara 
yang telah meliberalisasi hukum Islam dengan banyak mengadopsi hukum 
Eropa, seperti Turki. Ketiga, negara yang melakukan reformasi secara 
moderat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan kontem-
porer, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip konvensional dalam 
perspektif jangka panjang, seperti Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Indonesia. 
Beberapa faktor yang memengaruhi reformasi dan transformasi hukum 
keluarga ke dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pertama, Antisipasi terhadap kekosongan hukum, karena budaya dan 
adat istiadat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik hanya menjawab 
persoalan pada masa para ulama tersebut hidup, sementara problematika 
manusia bersifat dinamis dan membutuhkan kepastian hukum (rule of 
law). Kedua, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 
berubah sehingga memerlukan regulasi, terutama dalam hal-hal yang belum 
pernah dibahas oleh para ahli hukum islam (Fuqahā’ Klasik), sehingga 
para ulama kontemporer dituntut untuk menjawab permasalahan baru 
di sosial masyarakat. Ketiga, Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang 
sosial, politik, dan ekonomi yang membuka peluang bagi hukum Islam 
untuk menjadi referensi dalam pembentukan hukum nasional. Keempat, 
Pengaruh pemikiran hukum Islam yang diperbarui oleh para mujtahid 



35

BAGIAN II
Hakikat Perkawinan sebagai Institusi 

Pembentukan Keluarga dan Realitas Sosial

	�Pendahuluan
Bagi generasi lampau pernikahan merupakan suatu keharusan dan ditar-
getkan dengan ketentuan usia, setiap orang dituntut untuk menikah agar 
tidak dikatakan bujangan tua dan perawan tuan. Namun kondisi dan situasi 
zaman sekarang pernikahan justru tidak lagi ditakuti, bahkan sudah tidak 
dijadikan skala prioritas dalam kehdiupannya. Melihat perkembangan 
sosial yang selalu terjadi di setiap zaman yang dapat kita artikan bahwa 
setiap manusia memiliki pola pikir yang disesuaikan dari segi kemampuan 
dalam prilaku dengan tuntutan sosial. Seperti halnya dikalangan remaja di 
abad 21 yang melakukan gaya hidup yang bebas. Hidup bersama dengan 
sepasang kekasih sebelum adanya ikatan perkawinan telah menjadi trend 
dikalangan tertentu. Adapun stigma hubungan di luar hubungan pernikah-
ana masih terlihat kuat di Indonesia jika melihat hasil survei World Value 
Survey di Tahun 2017-2020 telah menunjukan bahwa 76, 5 % responden 
di Indonesia mengungkapkan telah melakukan hubungan sex sebelum 
menikah (Utomo and Sutopo 2020). Menurut data BKKBN perilaku terse-
but telah terjadi dengan 59 % remaja perempuan dan 74 remaja laki-laki 
dengan usia 15-19. Selain itu, Survei HonestDocs tahun 2023 dengan 6.877 
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responden mengindikasikan adanya peningkatan perilaku seksual di masya-
rakat Indonesia. Fenomena seperti ini tampaknya lebih banyak terjadi di 
masyarakat yang begitu kompleks, meskipun tidak menutup kemungkinan 
gejala serupa terjadi di masyarakat pada umumnya yang sedang mengalami 
masa tranformasi sosial. Adapula yang merasa lebih bahagia dengan hidup 
bersatus lajang entah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan.

Problematika yang telah disebutkan, menurut survey telah menunjukan 
bahwa yang mempengaruhi ketakutan kalangan orang yang menunda 
pernikahan ialah merupakan masalah ekonomi, psikologis, dan mental, 
yang bener. Setiap urusan hidup apalagi dikaitkan dalam membangun 
rumah tangga yang secara adat istiadat saat ini pasti sangat ketergantungan 
pada materi. Budaya yang menjadi hukum telah menjadi ketatapan mutlak 
dalam kemasyarakatan saat ini. Istilah Kesteraan, bibit bobot dan bebet 
menjadikan rasa minder entah itu dikalangan laki-laki ataupun perem-
puan. Pergeseran pola pernikahan dalam masa transisi dari kalangan muda 
dan tua di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tercermin dalama 
beberapa indikator, yang pertama, proporsi penduduk muda dan tua yang 
belum menikah di usia 20 tahunan semakin meningkat. Yang kedua, seiring 
dengan yang pertama, tren penundaan perkawinan dengan meningkatnya 
rata-rata umur pernikahan, ketiga telah terjadi pergeseran pola dalam proses 
dan praktik pemilihan pasangan. Dimana kaum muda memeliki banyak 
agensi untuk menentukan pasangan hidup mereka dibanding generasi 
terdahulu (Utomo and Sutopo 2020).

Dalam hal in transformasi sosial yang penulis maksud ialah suatu 
permasalahan kematangan dalam segala hal, seperti kematangan ekonomi, 
kematangan dalam pendidikan karir di dunia kerja, entah di suatu prusahan 
atau di institusi pendidikan. Sehingga melupakan sakralitas pernikahan, 
Jika kita melihat data yang di teliti oleh, Aranie Utomo, Oki Rahadianto 
Sutopo menjelaskana bahwa pada tahun 1975, utamanya perempuan telah 
menikah muda dewasa di kelompok umur 30-34, sementara itu berdasarkan 
catatan sensus penduduk tahun 2010, kurang dari 90 Persen perempuan 
dalam kategori umur tersebut telah berstatus pernah menikah, berarti, 
sekitar 10 persen perempuan yang berusia 30-34 belum pernah menikah, 
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Bagian III
Walimah al-‘Urs dalam Hukum Keluarga 

Islam dan Tradisi Lokal

	�Pendahuluan
Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dilembagakan sebagai cara 
yang sah dan legal untuk membangun hubungan suami-istri. Di samping 
itu, pernikahan juga menjadi medium pembentukan keluarga serta sarana 
mewujudkan ketenteraman batin bagi masing-masing pihak melalui peme-
nuhan hak dan kewajiban secara timbal balik (Bakar et al., 2019). Pernikahan 
juga dapat dipahami sebagai akad (perjanjian) yang melahirkan konsekuensi 
hukum, memberikan legitimasi bagi terbentuknya relasi kekeluargaan, serta 
membuka ruang saling tolong-menolong antarpasangan. Karena itu, Islam 
mengatur hukum perkawinan secara komprehensif, termasuk ketentuan 
mengenai penyelenggaraan pesta pernikahan. Pesta pernikahan yang lazim 
dikenal sebagai walīmah al-‘urs merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari rangkaian perkawinan dalam Islam. Namun, jika dicermati fenomena-
nya di masyarakat, praktik walīmah al-‘urs tidak selalu berlangsung dalam 
bentuk yang seragam. Ada pihak yang menyelenggarakannya secara mewah 
dengan biaya besar, tetapi ada pula yang hanya melangsungkan akad nikah 
tanpa disertai walīmah al-‘urs.
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Walimah merupakan ajaran Islam yang patut diupayakan dalam setiap 
pernikahan. Dalam pelaksanaannya, walīmah al-‘urs seharusnya terbebas 
dari unsur berlebihan, kebanggaan yang tidak proporsional, penghinaan 
terhadap pihak lain, maupun praktik yang mengandung tipu daya. Pada 
dasarnya, walīmah al-‘urs memiliki fungsi sosial-keagamaan, yaitu mengu-
mumkan terjadinya pernikahan agar dikenal di tengah masyarakat sehingga 
dapat mencegah prasangka atau keraguan terhadap status suami-istri. Selain 
itu, walimah juga menjadi sarana menampakkan nikmat Allah kepada 
manusia, yakni dengan menjadikan hal-hal yang sebelumnya terlarang 
menjadi halal karena adanya ikatan perkawinan (Kusmardani & Khosyi’ah 
2022). Dalam kaitannya dengan walīmah al-‘urs, setiap daerah memiliki adat 
dan kebiasaan tersendiri yang dapat dipertahankan, bahkan dilestarikan, 
selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam tradisi 
masyarakat pada umumnya, walīmah al-‘urs dilaksanakan setelah prosesi 
ijab dan kabul. Akan tetapi, praktik di wilayah Kampung Lio, Cibarusah, 
Bekasi menunjukkan perbedaan, yakni walīmah al-‘urs diselenggarakan 
terlebih dahulu. Praktik ini dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal 
yang ditekankan dalam ajaran Islam, karena pada prinsipnya walīmah al-‘urs 
disunnahkan setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh sebab itu, diperlu-
kan kajian yang memadai agar praktik walimah dapat diarahkan sebagai 
bagian dari pendidikan keluarga menuju terwujudnya rumah tangga yang 
harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah (SAMAWA).

	�Walimah al-‘Urs dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis 
Makna, Dasar Hukum, dan Dinamika Sosial”

Dalam hukum keluarga, resepsi perkawinan dikenal sebagai walīmah 
al-‘urs. Istilah ini secara bahasa mengandung makna mengadakan jamuan, 
pesta, atau perhelatan makan bersama; sedangkan bentuk jamaknya ialah 
walā’im, yang bermakna jamuan-jamuan atau pesta-pesta (Subhi, 2014). 
Beberapa ahli hukum Islam (ulama) bahkan menggunakan kata walīmah 
untuk menyebut setiap hidangan yang disajikan dalam rangka memperoleh 
kegembiraan pada suatu kesempatan, meskipun dalam praktiknya istilah 
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BAGIAN IV
Peran Walī Mujbir dalam Memaksakan Anak 
Gadisnya Menikah: Antara Kewajiban Agama 

dan Hak Asasi Manusia

	�Pendahuluan
Pada prinsipnya, perkawinan anak seharusnya dilangsungkan atas dasar 
persetujuan kedua belah pihak, yang memberikan ruang kebebasan serta 
adanya ketertarikan timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk 
memasuki ikatan hukum yang sah dan secara resmi dicatatkan oleh pejabat 
pencatat perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. 
Ketiadaan unsur paksaan terhadap perempuan dalam proses perkawinan 
merupakan kondisi ideal yang diharapkan, yakni terwujudnya keluarga 
yang tenteram dan sejahtera. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan yang 
dilandasi kehendak orang tua pasti tidak dapat menghadirkan kebahagi-
aan, namun individu yang berada dalam relasi keluarga lebih memahami 
kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri, sepanjang calon suami yang 
dipilih memiliki akhlak yang baik serta mampu menjalankan peran sebagai 
pemimpin keluarga bagi anak perempuan tersebut (Puspita and Naf ’an 
2022). Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan 
yang signifikan antara prinsip-prinsip normatif tersebut dengan praktik 
yang berkembang di masyarakat. Di sejumlah wilayah di Indonesia, praktik 
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perkawinan paksa dan perkawinan anak masih berlangsung secara masif, 
yang dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi. 
Laporan dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa 
angka perkawinan anak mencapai sekitar 40 persen. Temuan lapangan di 
wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi juga mengindikasikan bahwa setiap 
tahun terdapat puluhan kasus perkawinan anak.

Bahkan, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak mencatat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 1.348.866 anak perem-
puan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dan sekitar 300.000 anak 
menikah pada usia 16 tahun setiap tahunnya. Kondisi tersebut juga tercer-
min dalam data peradilan. Putusan Mahkamah Agung sepanjang tahun 
2018–2022 mencatat sedikitnya 213 perkara perkawinan bermasalah yang 
diawali dengan praktik perkawinan paksa, dengan 199 di antaranya bera-
khir di Pengadilan Agama. Menurut Lelita Dewi, sejak diberlakukannya 
ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara 
perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur (Dewi 2024). Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang 
diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun, 
sebagai berikut:

Jumlah Kasus Dispensasi Perkawinan Anak di Seluruh Indonesia
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BAGIAN V
Poligami dalam Hukum Keluarga dan 

Problematika Keadilan Gender

	�Pendahuluan
Poligami bukanlah masalah baru. Poligami telah ada sejak dulu kala, pada 
kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru 
dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan 
Islam, demikian pula masyarakat lain disebagaian besar kawasan dunia 
selama masa itu. Kitab-kitab suci agama-agama samawi dan buku-buku 
sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-
orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara paranabi sekalipun, poligami 
bukan merupakan hal asing ataupun tidak disukai. Dalam Kitab Suci Agama 
Yahudi dan Nasrani, poligami merupakan jalan hidup yang diterima. Semua 
nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan al-Qur’an, beristri 
lebih dari seorang, keculi Isa Bin Maryam (al-Shak’ah, 1996).

Dalam arti lain poligami telah ada sepanjang sejarah manusia. Poligami 
telah diakui di beberapa agama dunia, termasuk Yahudi, Kristen, Islam dan 
Hindu. Beberapa negara, khususnya di Asia dan Afrika, telah melegalkan 
poligami sampai saat ini. Bahkan di Afrika Barat, poligami diperkirakan 
menyumbang sekitar 40 % dari pernikahan. Negara-negara di Afrika yang 
sampai sekarang melegalkan poligami antara lain Mali, Mautaritania, 
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Nigeria, Senegal, Mesir, Maroko, Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Afrika 
Selatan, Botswana, dan Malawi. Sedangkan negara-negara di Timur Tengah 
antara lain Arab Saudi, Irak, Yordania, Lebanon, Iran Yaman (Meidina, 2023). 
Di Asia Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Filipina, Singapura, 
Maladewa, Myanmar, dan Sri Langka termasuk dinatara negara-negara 
yang telah melegalkan poligami (Santoso, 2021).

Indonesia termasuk negara yang secara hukum masih memberikan 
ruang bagi praktik poligami, meskipun asas dasar perkawinan di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia adalah monogami. Dalam praktiknya, poli-
gami di Indonesia tidak hanya memperoleh legitimasi negara, tetapi juga 
mendapat sikap permisif dari sebagian masyarakat (Apriliani, 2023). Secara 
umum, negara-negara yang membolehkan poligami tetap mempertahan-
kan hukum agama dan adat yang mengizinkan praktik tersebut. Negara-
negara ini umumnya menganut sistem pluralisme hukum, yakni setiap 
komunitas agama memiliki aturan hukum tersendiri, sementara hukum 
adat juga diakui dan diberi kekuatan normatif (Fathiah, 2023). Bagi umat 
Islam di Indonesia, ketentuan poligami diatur secara legal dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) mene-
gaskan bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki 
satu istri, demikian pula seorang perempuan hanya boleh memiliki satu 
suami. Namun, ketentuan ini membuka pengecualian dengan memberikan 
kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu, sepanjang 
memperoleh izin dari pengadilan. Izin tersebut hanya dapat diberikan 
apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Oleh karena itu, poligami diposi-
sikan sebagai pilihan yang harus didasarkan pada kesadaran penuh, bukan 
paksaan, dengan tujuan mencegah terjadinya ketidakadilan dan penderitaan 
bagi perempuan dan anak-anak demi keberlangsungan kehidupan keluarga 
Muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai poli-
gami tercantum dalam Bab IX, khususnya Pasal 55, 56, 57, dan 59. Salah 
satu syarat utama poligami ialah kemampuan suami untuk berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55. 
Selain itu, suami wajib memperoleh izin dari pengadilan, dengan tata cara 
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BAGIAN VI
Dinamika Sosial dan Hukum Perceraian 

dalam Keluarga Muslim di Indonesia

	�Pendahuluan
Perceraian di Indonesia kerap menjadi isu yang diperbincangkan dalam 
masyarakat (Wulandari, et al., 2022). Menurut Maḥ�mūd Syaltūt dan Alī 
al-Sāyis, hakikat perceraian pada dasarnya dipandang sebagai sesuatu 
yang terlarang karena terdapat penyangkalan terhadap putusnya perka-
winan (qat‘u al-ni‘mah), terlebih karena berimplikasi seringkali merugikan 
perempuan serta keluarganya (Syaltut and al-Sayais1986). Dalam kaidah 
hukum disebutkan al-dharar yuzāl (Al-Suyuti 2012) bahwa setiap perbuatan 
yang membahayakan harulah dihilangkan. (‘Alī Jum’ah Muḥ�ammad 2012). 
Namun dengan demikian hukum keluarga Islam memberikan ruang jika 
hubungan suami istri yang terus menerus berada dalam konflik (shiqāq) 
serta tidak lagi ditemukan jalan keluar yang adil terhadap kedua belah 
pihak. Maka sejalan dengan kaidah al-mashaqqah tajlib al-taysīr (‘Khallāf 
2002). Kondisi yang menimbulkan kesulitan maka dapat dijadikan landasan 
hukum diberlakukannya kemudahan(Saiti and Abdullah 2016). Perceraian 
merupakan puncak dari pernikahan yang buruk yang terjadi jika suami 
dan istri tidak dapat lagi menemukan metode penyelesaian masalah yang 
dapat memuaskan kedua belah pihak (Nurhalisa, 2021). Mark Cammack 
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melaporkan bahwa tingkat perceraian di Asia Tenggara sangat tinggi pada 
tahun 1950, terutama di Indonesia, di mana 50 dari 100 pernikahan berakhir 
dengan perceraian. Namun, dari tahun 1970-an hingga 1990-an, tingkat 
pemisahan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menurun secara signi-
fikan sementara meningkat di negara-negara lain di seluruh dunia. Sejak 
tahun 2001, tingkat perceraian di Indonesia telah meningkat secara signi-
fikan (Cammack, 2007).  Menurut Direktorat Jenderal Peradilan Agama 
dan Mahkamah Agung dan Badan Pusat Statistik, 463.654 kasus perceraian 
terjadi sepanjang tahun 2023. Terjadi penurunan sebesar 10,20% diban-
dingkan tahun 2022, dengan 516.344 kasus perceraian.  Namun, penurunan 
angka perceraian di Tanah Air, menurut hal ini, masih relatif tinggi diban-
dingkan dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 
447.743 kasus. Maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini : (Indonesian 
Central Bureau of Statistics 2024).

Data Perceraian Indonesia 2019–2023

Sumber (Annur, 2024).

Dari data yang telah diuraikan, peningkatan angka perceraian terutama 
disebabkan oleh istri yang diputus oleh pengadilan yaitu sebesar 75,21% 
atau sebanyak 388.358 kasus, sedangkan sisanya sebesar 24,79% atau seba-
nyak 127.986 kasus merupakan perceraian. Menurut Agus Suryo, Wakil 
Direktur Departemen Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama, 93% 
perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, dan 73% perempuan 
mapan mengajukan 76%. Tingginya angka perceraian di Indonesia tidak 
hanya terjadi di beberapa provinsi saja, melainkan di semua provinsi: 
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BAGIAN VII
Implementasi Prinsip The Best Interest 

of the Child dalam Penetapan Hak Asuh 
Anak Pasca Perceraian

	�Pendahuluan
Dalam hukum keluarga di Indonesia, apabila dalam pelaksanaannya di 
tengah masyarakat timbul permasalahan yang mengarah pada sengketa 
hukum, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Hal ini 
sejalan dengan fungsi peradilan yang berwenang untuk menerima, meme-
riksa, dan memutus perkara hukum antara para pihak yang bersengketa. 
Putusan pengadilan bertujuan untuk mengakhiri perselisihan berdasarkan 
alat bukti dan keterangan yang sah, dengan tetap mempertimbangkan dalil-
dalil syariat (ad-Duraib, 1983). Tanpa adanya lembaga peradilan, kehidupan 
masyarakat akan berada dalam kondisi tidak tertib dan potensi konflik akan 
terus berlanjut karena tidak terdapat institusi yang memiliki kewenangan 
untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki 
peranan yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi para pencari 
keadilan melalui putusan yang memberikan kepastian hukum.

Putusan hakim juga berimplikasi langsung terhadap penentuan status 
perceraian. Apabila hakim tidak mengabulkan atau tidak memutuskan 
terjadinya perceraian, maka ikatan perkawinan tersebut secara hukum tetap 
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dianggap sah dan tidak putus. Dengan demikian, perceraian dapat dipahami 
sebagai suatu akibat hukum berupa penghapusan ikatan perkawinan yang 
hanya dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan atau 
gugatan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa perceraian 
terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam 
undang-undang tersebut ditegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi 
melalui mekanisme talak maupun gugatan (Rosadi 2014).

Perceraian dan perpisahan orang tua menimbulkan dampak negatif 
terhadap anak, khususnya pada perkembangan sosial dan emosionalnya. 
Dampak perceraian bahkan dinilai lebih besar terhadap kondisi psikologis 
anak apabila dibandingkan dengan kehilangan orang tua karena kematian 
(Huda et al. 2022). Hal ini disebabkan anak pada hakikatnya tetap memiliki 
hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari kedua 
orang tuanya meskipun mereka tidak lagi hidup bersama (Joan DeClaire, 
1997). Selain itu, perceraian sering kali memicu sengketa mengenai hak 
asuh anak. Problematika tersebut tercermin dalam praktik pelaksanaan hak 
asuh anak sebagaimana terlihat dalam putusan hakim Nomor 433/Pdt.G/
PA.Mdn dan Nomor 906/Pdt.G/2012/PN.SBY, yang menetapkan hak asuh 
anak berada di bawah penguasaan ayah. Perlindungan dan pemeliharaan 
anak menjadi hal yang sangat penting mengingat anak merupakan aset 
berharga bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, 
anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari pihak yang berhak 
dengan menerapkan pola pengasuhan yang paling optimal, semata-mata 
demi kepentingan terbaik bagi anak (Fawzi 2018).

Indonesia, sebagai salah satu negara yang menganut prinsip hak asuh 
anak tunggal (sole custody), telah mengatur bagaimana hak asuh atas 
anak-anak akibat perceraian orang tuanya. Sebagai contoh, di dalam Pasal 
105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, “Pemeliharaan anak yang 
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Namun 
demikian, meskipun pasal tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan anak 
(ḥaḍānah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak 
ibunya, hakim dapat melakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang ibu 
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Bagian VIII
Dekonstruksi Konsep Nushūz dalam 

Hukum Keluarga dan Realitas Putusan 
Pengadilan

	�Pendahuluan
Nusyūz merupakan sebagai kedurhakaan suami istri dari kelalaian menja-
lani hak serta kewajiban yang diamanati Allah, yang berdampak pada 
keruntuhan keluarga dengan berbagai macam faktor equality (kafaah) 
nasab, ekonomi, sosial, pendidikan pemahaman agama, tidak adanya 
cinta pasangan saat menikah sehingga terjadilan pembangkangan antara 
keduanya (Kusmardani et al., 2024). Dalam perspektif ahli hukum Islam 
(fuqaha madzhab), nusyūz pada umumnya dipahami sebagai ketidaktaatan 
istri dalam menjalankan kewajiban perkawinan (Al-Zuhayli, 2012). Namun, 
dalam konteks hukum di negara-negara Muslim, nusyūz juga dapat ditin-
jau dari sudut pandang sosiologis dan antropologis. Dari perspektif ini, 
nusyūz mencerminkan ketegangan yang terjadi dalam peran gender dan 
relasi kekuasaan dalam keluarga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi 
struktur sosial keluarga secara keseluruhan. Landasan normatif mengenai 
nusyūz antara lain termaktub dalam QS. al-Nisā’ [4]: 34
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بََعۡۡضٖٖ  عَلََىَٰٰ  ضََۡهُُۡمۡ  بََعۡ  ُ � ٱللَّهُ� لََ  فََضَّ�َ بِمََِا  ٱلنِّ�سََِآءِِٓ  عَلََىَ  مُُٰونََ  قََوَّٰ�� ٱرِّل�جََِلُُا 
لِّ�غََۡلۡبِِۡيۡ  تٰٞٞ  فِِٰ�ظَٰ حَٰ� تٌٌٰ  نِٰتَِٰ� قَٰ� ٰتُُ  لِٰحَِٰ� فَٱَلصَّٰ��  ۚ لِٰهِِِمۡۚ� وَٰ� ۡمۡ

َ
أَ مِِنۡۡ  نفََقُُواْْ 

َ
أَ وََبِمََِآٓ 

فِيِ  جُُۡهۡرُُوهُُنَّ�َ  وََٱ فََعِِظُُوهُُنَّ�َ  نُشُُُوزَهَُُنَّ�َ  تََخََفُاُونََ  تِٰيِ  وََٱلَّٰ��  ۚ ��  ٱللَّهُۚ� حََفِِظََ  بِمََِا 
إِنَِّ�َ  عََلََۡيۡهِِنَّ�َ سََبِيِلًاًۗۗ  نََۡكُُۡمۡ فََلَاَ تََغُُۡبۡواْْ  طََعۡ

َ
فََإِۡنۡ أَ  ۖ مََۡلۡضََجِِاعِِ وََٱضۡۡرِِبُُوهُُنَّۖ�� ٱ

ا كََبِيِرٗٗا٣٤ َ كََانََ عََلِيِّٗ�ٗ � ٱللَّهَ�
Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka wanita saleh, ialah yang taat kepada Allah 
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, 
maka nasehatilah mereka dan pisahkankanlah mereka ditempat tidur 
mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan sikap tak 
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (QS Al-Nisa 4: 34)

�له في انلساء إفننه دنعكم عوان �ولكم لعينه نأ لا يونئط  واقتوا ال�

مبرح  غير  برضا  فابرضونه  نلعف  نإف  هركتوهن,  دحأا  كشرفم 

ولهن رزنهق كوسوتنه بالمورعف

“Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah 
pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu mereka 
tidak boleh membiarkan seorangpun yang kalian benci menginjak hamparan 
kalian (masuk kerumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah 
mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak 
untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.
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